BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHAP PERTAMA, BUPATI
BANTUL : PENGGUNAANNYA HARUS TERATUR, TERCATAT DAN REAL

Sumber gambar: www.rri.co.id

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemerintah Kabupaten Bantul salurkan bantuan
keuangan partai politik tahun anggaran 2024 tahap Pertama. Bantuan itu diberikan kepada
seluruh partai politik yang mendapatkan kursi di Kabupaten Bantul.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji,
berujar, bantuan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi
pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan
partai politik.

"Sebagai penerima bantuan politik tahun 2024, untuk tahap pertama diberikan kepada
seluruh partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bantul berdasarkan
pemilihan umum tahun 2019," katanya di Gedung Induk Parasamya Bantul, Jumat
(21/6/2024).

Adapun partai yang memperoleh bantuan tersebut yakni Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Keadilan
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Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partali
Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Terkait besaran bantuan tersebut, ucap Hermawan, cukup bervariasi atau sesuai dengan
kursi yang diperoleh oleh masing-masing partai politik berdasarkan pemilihan umum
2019. Untuk PDIP memperoleh sekitar Rp272 juta, PKB sekitar Rpl72 juta, Partai
Gerindra sekitar Rp171 juta, PKS sekitar Rp112 juta, PAN sekitar Rp109 juta, Partai
Golkar sekitar Rp89 juta, Partai Demokrat sekitar Rp73 juta, PPP sekitar Rp64 juta, Partai
Nasdem sekitar Rp48 juta, dan PBB sekitar Rp28 juta.

“Adapun total bantuan untuk partai politik tahap pertama sejumlah Rp1,144 miliar. Untuk
serah terima akan dilakukan untuk kurun waktu tujuh bulan, mulai Januari sampai Juli.
Kemudian, untuk bantuan tahap kedua dilaksanakan mulai Agustus sampai Desembar,"
urainya.

Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, menyampaikan, pemberian dan
penyaluran bantuan partai politik merupakan amanah konstitusi yang diatur Undang-
Undang dan peraturan menteri. “Di dalamnya dijelaskan, bahwa bantuan keuangan itu
diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan
masyarakat, serta dapat digunakan untuk operasional sekertariat partai politik," jelasnya.
Halim berharap, bantuan keuangan itu dapat digunakan secara proposional, sesuai dengan
prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan. Apalagi, nantinya akan da
proses audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. "Harus diingat bahwa bantuan keuangan
selalu diawasi dan diperiksa oleh BPK, sehingga penggunaannya harus benar-benar
teratur, tercatat dan real," pungkas Halim. (nei)
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Catatan:

» Informasi yang didapatkan dari sumber berita adalah sebagai berikut:

1.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh pemerintah/pemerintah
daerah setiap tahunnya bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Bantuan partai politik tahun 2024 tahap pertama diberikan kepada seluruh partai
politik yang mendapatkan kursi di Dewan Pemerintahan Rakyat Daerah (DPRD)
berdasarkan pemilihan umum tahun 2019.

Terdapat sepuluh Partai Politik yang mendapatkan bantuan keuangan pada
Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Demokrat,
Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Bulan Bintang
(PBB).

Total bantuan partai politik tahap pertama sebesar Rpl,144 miliar. Besaran
bantuan yang diterima masing-masing partai politik adalah sebagai berikut: PDIP
memperoleh sekitar Rp272 juta, PKB sekitar Rp172 juta, Partai Gerindra sekitar
Rp171 juta, PKS sekitar Rp112 juta, PAN sekitar Rp109 juta, Partai Golkar sekitar
Rp89 juta, Partai Demokrat sekitar Rp73 juta, PPP sekitar Rp64 juta, Partai
Nasdem sekitar 48 juta, dan PBB sekitar Rp28 juta.

Bantuan partai politik diberikan dalam dua tahap, yaitu: tahap pertama untuk
periode Januari s.d. Juli 2024 dan tahap dua untuk periode Agustus s.d. Desember
2024. Bantuan partai politik tahap kedua akan mengacu pada perolehan suara
pemilu 2024.

= Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan:

1.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

a. Pasal I:

1) angka 1: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas
dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara,
serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

[Catatan Berita UIDIH BPK DIY/Ilmia Dewianalisna] [3]



2) angka 5: Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai
Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta
segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai
Politik.

b. Pasal 12 huruf k: Partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 13:

1) huruf i: menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2) huruf j: memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum.

d. Pasal 34:

1) ayat (1): Keuangan Partai Politik bersumber dari:

a. luran anggota;

b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan

c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) ayat (2): Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat
berupa uang, barang, dan/atau jasa.

3) ayat (3): Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ diberikan secara proporsional kepada Partai Politik
yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan
suara.

4) ayat (3a): Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi
anggota Partai Politik dan masyarakat.
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5) ayat (3b): Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a)
berkaitan dengan kegiatan:

a. pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu
Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia
dalam membangun etika dan budaya politik; dan

c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan
berkelanjutan.

6) ayat (4): Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan
kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e. Pasal 34A:

1) ayat (1): artai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf ¢ kepada
Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk
diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2) ayat (2): Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3
(tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3) ayat (3): Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit.

f. Pasal 36:

1) ayat (1): Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam
pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik, dan operasional
sekretariat Partai Politik.

2) ayat (2): Penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik dikelola
melalui rekening kas umum Partai Politik.

3) ayat (3): Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan
atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik.

g. Pasal 37: Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah

tahun anggaran berkenaan berakhir.

[Catatan Berita UIDIH BPK DIY/Ilmia Dewianalisna] [5]



h. Pasal 38: Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan

pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

terbuka untuk diketahui masyarakat.
2. Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
a. ayat (4): Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai

dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali

ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

b. ayat (5): Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan

kepada:

a.

b
C.
d

Pemerintah Pusat;

. Pemerintah Daerah lain;

badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau

. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada

Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik.
a. Pasal I:
1) angka 1: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan

2)

dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas
dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara,
serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

angka 2: Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik
yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan
suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
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b. Pasal 2:

1) ayat (1): Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD
diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah setiap tahunnya.

2) ayat (2): Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai
Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota.

3) ayat (3): Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah
perolehan suara.

c. Pasal 3:

1) ayat (1): Bantuan keuangan yang bersumber dari APBN diberikan kepada
Partai Politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.

2) ayat (2): Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi diberikan
kepada Partai Politik di tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD
provinsi.

3) Ayat (3): Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota
diberikan kepada Partai Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi
di DPRD kabupaten/kota.

d. Pasal 4:

1) ayat (1): Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada
jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota.

2) ayat (2): Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh
Komisi Pemilihan Umum.

e. Pasal 5:

1) ayat (1): Besaran niiai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat
Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per suara sah.

2) ayat(2): Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

3) ayat (3): Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat
provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus

rupiah) per suara sah.
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4) ayat (4): Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan
keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua
ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada
Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan
kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.

5) ayat (5): Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat
kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu
lima ratus rupiah) per suara sah.

6) ayat (6): Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi anggaran bantuan
keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima
ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada
Partai Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan
kepada Partai Politik tahun anggaran berjalan.

7) ayat (7): Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri
Dalam Negeri.

f. Pasal 8:

1) ayat (1): Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai
Politik tingkat pusat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atas permintaan
Menteri Dalam Negeri.

2) ayat (2): Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai
Politik tingkat provinsi dilaksanakan oleh gubernur.

3) ayat (3): Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai
Politik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh bupati/walikota.

g. Pasal 9:

1) ayat (1): Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk
melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan
masyarakat.

2) ayat (2): Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai
Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.

h. Pasal 12 ayat (1): Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan

APBN/APBD.
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i. Pasal 12A:

1) ayat (1): Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana
APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk
diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2) ayat (2): Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah selesai dilakukan
oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

3) Ayat (3): BPK menyampaikan hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan atas
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan
setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

4) ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan
oleh Partai Politik kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan oleh BPK kepada Partai
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan BPK.

j. Pasal 13: Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan

APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah

setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A.

k. Pasal 14:

1) ayat (1): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 disampaikan kepada:

a. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat
pusat;

b. gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan

c. bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

2) ayat (2): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan
Pemeriksa Keuangan.

1. Pasal 15: Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 terbuka untuk diketahui masyarakat.

m. Pasal 16:

1) ayat (1): Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas

waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa tidak
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diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran
berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

2) ayat (2): Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

3) ayat (3): Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Partai Politik.

n. Pasal 17:

1) ayat (1): Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi
di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun
2004 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sampai dengan
diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009.

2) ayat (2): Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi
di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun
2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terhitung sejak
diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009.

3) ayat (3): Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional
berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun
2004 dalam 1 (satu) tahun anggaran 2009.

4) ayat (4): Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai
sejak diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun
anggaran 2009.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan  Tertib  Administrasi ~ Pengajuan,  Penyaluran, dan  Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
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a. Pasal I:

1) angka 1: Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan
dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas
dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara,
serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

2) angka 2: Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik
yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan
suara.

3) angka 4: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara
yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

4) angka 5: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
dengan peraturan daerah.

b. Pasal 2:

1) ayat (1): Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik
di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.

2) ayat (2): Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di
tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.

3) Ayat (3): Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai
politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD
kabupaten/kota.

4) ayat (4): Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang
penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

5) ayat (5): Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

c. Pasal 3:

1) ayat (1): Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

bersumber dari APBN.
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2) ayat (2): Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
bersumber dari APBD provinsi.

3) ayat (3): Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
bersumber dari APBD kabupaten/kota.

d. Pasal 4:

1) ayat (1): Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil
Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

2) ayat (2): Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah
secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

3) ayat (3): Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan
suara sah pemilu DPRD provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum provinsi.

4) ayat (4): Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan
suara sah pemilu DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Komisi
Pemilihan Umum kabupaten/kota.

e. Pasal5:

1) ayat (1): Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat
pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (1) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.

2) ayat (2): Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat
daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus
rupiah) per suara sah.

3) ayat (3): Bagi pemerintah provinsi yang alokasi anggaran bantuan
keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.200,00 (seribu dua
ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada
partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan
kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

4) ayat (4): Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat
daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu

lima ratus rupiah) per suara sah.
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5) ayat (5): Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang alokasi anggaran
bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu
lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan
kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan
keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.

f. Pasal 6:

1) ayat (1): Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan
negara.

2) ayat (2): Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dapat dinaikan sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan
Menteri.

g. Pasal 9: Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),
diberikan berdasarkan penilaian dengan kriteria meliputi:

a. kondisi kemampuan keuangan daerah; dan

b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.

h. Pasal 9A:

1) ayat (1): Kondisi kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a ditentukan setelah terpenuhinya:

a. belanja urusan wajib dan mengikat;

b. belanja yang telah diamanatkan oleh peraturanperundang-undangan;
dan

c. standar pelayanan minimal terkait pelayanan dasar kepada
masyarakat.

2) ayat(2): Nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan nilai per suara
sebelum dinaikkan.

1. Pasal 13: Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
dan ayat (3) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan
dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

j. Pasal 14 ayat (1): Pengurus partai politik menyampaikan surat permohonan
bantuan keuangan partai politik tingkat pusat kepada Menteri melalui Direktur
Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan tembusan disampaikan
kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan

Ketua Komisi Pemilihan Umum.

[Catatan Berita UIDIH BPK DIY/Ilmia Dewianalisna] [13]



k. Pasal 15 ayat (1): Pengurus partai politik tingkat daerah provinsi mengajukan
surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada gubernur dengan
tembusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum provinsi, dan Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi atau sebutan lain.

1. Pasal 16 ayat (1): Pengurus partai politik tingkat daerah kabupaten/kota
mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada
bupati/wali kota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi
Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa
dan Politik kabupaten/kota atau sebutan lain.

m. Pasal 18: Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 pada
tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau
APBD tidak dapat diberikan.

n. Pasal 24:

1) ayat (1): Menteri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan
Umum menyampaikan permintaan penyaluran bantuan keuangan ke
rekening kas umum partai politik tingkat pusat kepada Menteri Keuangan
dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan
administrasi.

2) ayat (2): Pejabat pengelola keuangan daerah provinsi atas persetujuan
gubernur menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai
politik tingkat daerah provinsi dengan melampirkan berita acara hasil
verifikasi kelengkapan administrasi.

3) ayat (3): Pejabat pengelola keuangan daerah kabupaten/kota atas
persetujuan bupati/walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening
kas umum partai politik tingkat daerah kabupaten/kota dengan
melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

o. Pasal 26: Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah
memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada
kesempatan pertama.

p. Pasal 27:

1) ayat (1): Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk
melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan

masyarakat.
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2) ayat (2): Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai
politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.

3) ayat (3): Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), antara lain berupa:

a. seminar;

b. lokakarya;

c. dialog interaktif;

d. sarasehan;

e. workshop; dan

f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan

fungsi partai politik.

g. Pasal 30:

3) ayat (1): Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari
APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

4) ayat (2): Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti
penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

r. Pasal 31:

1) ayat (1): Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan
APBN atau APBD.

2) ayat (2): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan
keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan
keuangan partai politik per kegiatan.

s. Pasal 32: Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau
APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada
Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

t. Pasal 33:

1) ayat (1): Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas
waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada
Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan
APBN atau APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan

pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
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2) ayat (2): Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

u. Pasal 34: Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau
APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri, Gubernur dan
Bupati/Wali Kota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

v. Pasal 36: Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 terbuka untuk diketahui masyarakat.

w. Pasal 38:

1) ayat (1): Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi
di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu periode
sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu periode
berikutnya.

2) ayat (2): Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang
memperoleh kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan
keuangan partai politik.

3) ayat (3): Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional
berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu periode
sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.

4) ayat4: Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak
diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu
tahun anggaran periode berkenaan.

x. Pasal 39:

1) ayat (1): Penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang
mendapat kursi di DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota bagi daerah
otonom baru, dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah dikalikan
dengan nilai setiap suara di daerah otonom baru.

2) ayat(2): Nilai setiap suara di daerah otonom baru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) besarnya dihitung sama dengan nilai bantuan setiap suara

daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota induk.
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3) ayat(3): Penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan

dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik berlaku
secara mutatis mutandis terhadap penganggaran dalam APBD, pengajuan,
penyaluran, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban bantuan
keuangan partai politik di daerah otonom baru.

5. Bab II huruf D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

a. angka 2: Belanja operasi dirinci atas jenis:

a.

I

Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Jasa;
Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah; dan

Belanja Bantuan Sosial.

b. angka 2 huruf e angka 5) huruf f): Belanja hibah juga berupa pemberian

bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD

provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan

kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c. angka 2 huruf e angka 6): Belanja hibah memenubhi kriteria paling sedikit:

a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;

c¢) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

(1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan
pemerintahan daerah sepanjangtidak tumpang tindih pendanaannya
dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

(2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

(3) partai politik dan/atau

(4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan.

e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
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6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik.
a. Pasal 2:

1) ayat (1): Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di
Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bantul.

2) ayat (2): Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan secara proporsional dengan penghitungannya
berdasarkan jumlah perolehan suara.

3) ayat (3): Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diberikan setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

b. Pasal 3:

1) ayat (1): Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil
Pemilu DPRD Kabupaten Bantul.

2) ayat (2) Jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu DPRD Kabupaten
Bantul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada hasil
penghitungan suara sah Pemilu DPRD Kabupaten Bantul yang ditetapkan
oleh KPU.

c. Pasal 4:

1) ayat (1): Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Daerah
yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bantul sebesar Rp3.400,00
(tiga ribu empat ratus rupiah) per suara sah.

2) ayat (2): Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setiap tahun dialokasikan dalam APBD.

3) ayat (3): Besaran penerimaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di
Daerah yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bantul setiap tahun
anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

d. Pasal 10:

1) ayat (1): Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk
melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan
masyarakat.

2) ayat (2): Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
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e. Pasal 11
1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan
dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik.
2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik; dan
b. rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
per kegiatan.

f. Pasal 12: Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD
paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan
Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

g. Pasal 13: Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu
atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan
Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan
sanksi administrasi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik yang bersumber dari dana APBD pada tahun anggaran berkenaan
sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan.
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